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ABSTRAK

SINTA S. NURHAM. H1117274. ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR: 17/PID.B/2015/PN TMT)
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor: 17/Pid.B/2015/PN TMT, (2) untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN TMT.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum ormatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Bahwa penerapan hukum oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor: 17/Pid.B/2015/PN TMT sudah tepat. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP, dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan  pasal 340 KUHP seperti dalam dakwaan primair. (2) Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor: 17/Pid.B/2015/PN TMT dengan menggunakan: Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis (Non-Yuridis).
Kata kunci : Analisis Putusan Hakim, Pidana Pembunuhan










ABSTRACT

SINTA S. NURHAM. H1117274. THE ANALYSIS OF COURT VERDICT ON MURDER CRIMINAL ACT (COURT VERDICT NUMBER: 17/PID.B/2015/PN TMT)

The research aims at: (1) finding the implementation of Court Verdict Number 17/PID.B/2015/PN TMT on the murder defendant, (2) investigating the judge's consideration in making the verdict towards the murder defendant on the Court Verdict Number 17/PID.B/2015/PN TMT of a murder criminal act.  It applies the normative research method. The normative method is the implementation of normative legal regulations (legal codes) in its actions on every particular legal case that occurs in the community.   The result of the research demonstrates that (1) the legal implementation by the judge against murder case defendant on the verdict number 17/Pid.B/2015/PN TMT murder case is accurate. The judge assembly states that the defendant has evidently and convincingly committed a murder as stated and regulated in the article 338 of the Criminal Code and they also stated that the defendant has evindently and convincingly committed pre-meditated murder as stated in the article 340 of the Criminal Code within the primary indictment (2)  The legal consideration of the judge in making his verdict on the murder case defendant within the Verdict Number of 17/Pid.B/2015/PN TMT by using juridical and sociological considerations (non-juridical)
.
Keywords: judge verdict analysis, murder criminal act
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu kepentingan umum dan masalah pembelaannya dilakukan oleh pemerintah yang merupakan objeknya. Hukum pidana juga sangat memberikan perlindungan hukum yang sudah menjadi kepentingan seseorang, diantaranya adalah  melindungi setiap nyawa manusia, yang sudah diatur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Seorang pelaku sebelum melakukan kejahatan menghilangkan nyawa manusia, pelaku  harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalkan orang lain dengan catatan niat pelaku harus ditunjukan dalam bentuk kematian orang lain tersebut. Secara keseluruhan yang menyangkut keberlangsungan, ketertiban dan keamanan negara merupakan dari kepentingan hukum negara. Perdamaian dan keamanan masyarakat merupakan kepentingan dari hukum tentang masyarakat. Kepentingan hukum seseorang, namun ada campur tangan dari kepentingan hukum yang menyangkut kepentingan umum merupakan Kepentingan hukum dari perorangan. Nyawa maupun badan, nama baik, kehormatan dan kemerdekaan dari manusia adalah kepentingan hukum seseorang yang harus dilindungi oleh hukum pidana.[footnoteRef:1] [1:  Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika, hal.1] 

Salah satu tujuan undang-undang adalah mengatur interaksi kehidupan manusia secara damai. Seperti ilmu hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksi 
1

yang keras dikatakan mempunyai fungsi, jika fungsi hukum lainnya kurang maka digunakan hukum pidana atau disebut sebagai fungsi subsider. Hukum pidana juga sering dikatakan bahwa hukum pidana adalah yang terakhir Remedium perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam pemberantasan premanisme di Indonesia. Tujuan umum hukum Pidana yaitu menyelenggarakan ketertiban umum, dan tujuan khususnya untuk menanggulangi atau mencegah tindak pidana dengan cara memaksakan sesuatu yang keras dan tajam. dimana perlindungan kepentingan hukum pada setiap orang yaitu berupa harkat, jiwa, raga, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) Tahun 1945, bahwa setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia harus taat dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia sejak lama, dan tidak ada yang bisa kebal hukum, dan segala perbuatan harus dilandasi dan mempunyai konsekuensi / sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Kasus kejahatan yang semakin meningkat dan terorganisir di tanah air mengakibatkan aparat dan pihak terkait harus ekstra tangguh,tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap segala aspek kejahatan yang telah terjadi, termasuk dalam kasus pembunuhan. Kasus kejahatan merupakan masalah yang dihadapi manusia dari waktu kewaktu, oleh karena itu dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan yang terjadi, sebab pada saat ini manusia sudah mulai hilang akan kesadaran bisa dikatan sangat senang melakukan tindakan kejahatan dan sudah tidak ada rasa takut lagi terhadap hukuman yang diberikan.[footnoteRef:2] [2:  P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 11] 

[bookmark: _GoBack]Dari banyaknya kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan jiwa, artinya mereka menyerang nyawa orang lain. Kejahatan terhadap tubuh dan jiwa manusia sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan dari UU RI Nomor 39 tahun 1999, karena sudah berani dan sengaja merampas nyawa seseorang tanpa berpikir panjang bahwa tindakan yang dilakukannya sangat merugikan kepentingan dari pihak lain dan sudah melawan hukum. Tindak pidana terhadap kehidupan dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar objeknya (jiwa).
Menghilangkan nyawa seseorang atau yang sering disebut dengan pembunuhan terbagi ada beberapa kelompok yaitu merampas nyawa seseorang dengan sengaja yang sudah menjadi aturan dalam pasal 338 KUHP dan dengan perencanaan terlebih dahulu pasal 340 KUHP.[footnoteRef:3] [3:  Adami chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal.55] 

Kejahatan di lakukan seketika pada waktu timbul niat merupakan pelaksanaan dari pembunuhan yang sudah menjadi aturan dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi apabila pelaksanaannya itu di tunda setelah niat timbul, cara bagaimana pembunuhan itu di laksanakan atau mengatur rencananya, merupakan kejahatan pembunuhan yang sudah diatur lebih dulu dalam pasal 340 KUHP. Celah waktu antara terjadinya niat ingin membunuh dan melaksanaan pembunuhan tersebut masih begitu leluasa, sehingga pelaku  tindakan kejahatan masih bisa memikirkan apakah tindakan kehatannya ingin mebunuh tersebut harus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Ini merupakaan perbedaan antara kejahatan pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang direncakan terlebih dahulu. Kemudian Perbedaan lainnya terletak pada apa yang terjadi di dalam diri pelaku sebelum melaksanakan melenyapkan jiwa (kondisi pelaku).
Perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja membunuh seseorang merupakan tindak kejahatan pembunuhan. Adapun yang menjadi perbedaan dalam cara melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu terletak pada hukumnya, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau di rencanakan sebelumnya, maka akibat hukumnya akan lebih berat sanksinya dari pada tindak kejahatan pembunuhan yang di lakukan tanpa di sengaja atau di rencanakan sebelumnya.[footnoteRef:4] [4:  Adami Chazawi, 2002, Pelajaran hukum Pidana Bagian I (Jakarta: PT.Grafindo), hal.69] 

Pembunuhan biasa dan pembunuhan dengan berencana sebagaimana sudah menjadi aturan dalam KUHP, yaitu terdapat pada pasal 338 dan 340 KUHP. Siapapun yang sengaja menghilangkan nyawa seseorang, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun paling lama, karena telah melakukan pembunuhan dan itu sudah menjadi aturan dalam KUHP pasal 338.
Siapapun yang dengan rencana terlebih dahulu dan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, di ancam karena telah melakukan kejahatan pembunuhan dengan perencanaan, dapat dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) pembunuhan berencana.
Barang siapa, dengan sengaja, merenggut nyawa seseorang merupakan unsur dari tindak kejahatan pembunuhan menurut pasal 338 KUHP. Hakim bisa mengadili sipelaku kejahatan berdasarkan pasal 338 KUHP jika semua sudah memenuhi unsur. Tetapi sebelumnya hakim harus terlebih dahulu mencari tahu apakah semua sudah memenuhi unsur atau belum, dan Sebelumnya hakim juga harus dapat memastikan siapa sebenarnya yang dapat dilihat sebagai pelaku tindak kejahatan pembunuhan, dan terlebih dahulu memastikan perbuatan atau pelaku yang mana sebenarnya dapat dilihat sebagai sebab akibat yang dilarang atau tidak diinginkan oleh undang-undang, berupa kehilangan nyawa seseorang. jika sudah memenuhi unsur dan sudah memastikan siapa sebenarnya pelaku tindak kejahatan pembunuhan maka ketua hakim dapat mengadili terhadap sipelaku kejahatan.
Meskipun sudah aturan yang mengatur tentang kejahatan terutama dalam kasus pembunuhan, masih saja terjadi pembunuhan di kabupaten boalemo. Pada kenyataan yang ada aturan yang di berlakukan tidak bisa membendung kejahatan seperti pembunuhan, terlebih hukuman yang di terima oleh terpidana tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti, Kasus kejahatan Pembunuhan yang diadili di Pengadilan Negeri Tilamuta dalam Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt dengan terdakwa TT, seorang laki-laki, berusia 46 Tahun, berwarga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun III Keramat Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, beragama islam, dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta. Terdakwa di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yang mana dakwaan Primair pasal 340 KUHP, dakwaan Subsidair pasal 338 KUHP, dan dakwaan Lebih Subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP.
Namun dalam putusannya, Hakim menyatakan terdakwa TT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai mana dalam dakwaan primair,  Membebaskan terdakwa TT oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut. Tetapi hakim menyatakan terdakwa TT telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) penjara, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah di jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yakni dengan bentuk skripsi mengenai pembunuhan, kemudian penulis berusaha mengangkat fenomena tersebut untuk selanjutnya di analisis sebagaimana judul yang di usulkan sebagai berikut : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt.
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt?


1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan hukum pidana dan menjadi bahan informasi atau referensi bagi para akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian kedepannya terutama dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang akibat hukum dari perbuatan tindak pidana pembunuhan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Putusan Hakim
2.1.1 Pengertian Putusan Hakim
Penetuan terdakwa itu bersalah adalah dengan di jatuhkan putusan hakim kepada terdakwa yang mana jika di jatuhkan putusan itu maka seseorang itu harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang di lakukuan olehnya. Jika putusan sudah inkra atau sudah berkekuatan hukum yang tetap, maka harus segera di lakukan eksekusi kepada terpidana, dan jika terpidana dalam putusan hakim keberatan atas putusan yang di jatuhkan maka dapat melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dengan melakukan banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa yaitu dengan melakukan peninjauan kembali.
Putusan Pengadilan adalah keterangan hakim yang di ucapkan dipengadilan terbuka, yaitu berupa pemidanaan atau pembebasan, bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara dan penuntutannya. Hingga metode yang di atur dalam hukum, merupakan aturan dari putusan pengadilan yang terdapat pada pasal 1 ayat (11) KUHAP. [footnoteRef:5] [5:  Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 286] 

2.1.2 Jenis – Jenis Putusan Hakim
Berdasarkan pasal 1 ayat 11 KUHAP terdapat tiga jenis putusan yaitu: [footnoteRef:6]  [6:  Tholib Efendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia, Malang, Setara Perss, Hal. 185] 
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1. Putusan bebas 
Apabila menurut pengadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakannya belum terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan atau diputus bebas, Menurut pasal 191 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan rumusan pasal di atas terdapat beberapa syarat untuk memberikan pembebasan terhadap terdakwa, yaitu : Kesalahn terdakwa tidak meyakinkan, dan Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara hukum.
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
Apabila pihak dari pengadilan berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan terhadap terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa akan dikeluarkan dari semua tuntutan hukum, kata Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Tidak merupakan tindak pidana, dan Perbuatan terdakwa terbukti, merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 
3. Putusan Pemidanaan
Putusan pemidanaan di jatuhkan melebihi ancaman maksimal yang di tentukan dalam Undang-Undang. Vonis dijatuhkan apabila hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dan terdakwa dapat di kenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

2.1.3 Syarat Sahnya Putusan
Bentuk dari putusan tidak di atur dalam KUHAP namun, terdapat keseragaman dalam bentuk-bentuk putusan yang ada di setiap pengadilan.
a. Keputusan kepala di tulis dengan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
c. Dakwaan, sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan.
d. Pertimbangan singkat tentang fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa.
e. Tuntutan pidana, sebagaimana tercantum didalam surat tuntutan.
f. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan atau perbuatan, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengambilan keputusan disertai dengan memberatkan dan meringankan terdakwa.
g. Hari dan tanggal di adakan pembahasan majelis hakim kecuali perkara itu diperiksa oleh hakim tunggal.
h. Pernyataan bersalah terdakwa, pernyataan bahwa semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan keyakinan atau perbuatannya yang telah dilalui.
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebankan dengan menyebutkan jumlah yang tepat dan ketentuan mengenai barang bukti.
j. Informasi bahwa semua surat adalah palsu atau informasi di mana letak kepalsuan, jika ada surat otentik di anggap palsu.
k. Perintah agar terdakwa ditahan atau tetap di dalam tahanan, atau dibebaskan.
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang mengambil putusan, dan nama panitera.
Mengenai dari isi putusan diatas itu di atur secara limitatif berikut pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian jika dalam setiap putusan tidak di penuhi ketentuan yang ada dalam pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, k, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.[footnoteRef:7] [7:  Saiful Bakhri, 2015, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan dan Praktik Peradilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 225 ] 

2.2 Tindak Pidana
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit yang sudah menjadi aturan dalam KUHP,  dan dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang menggunakan istilah pidana atau tindak pidana.[footnoteRef:8] Kejadian yang bisa di pidana atau tindakan yang bisa dihukum merupakan istilah dari strafbaarfeit. Dalam bahasa asing delik biasa di sebut delic yang memiliki arti suatu tindakan yang sipembuatnya bisa dikenakan sanksi. [8:  Amir Ilyas, 2012, Loc.Cit. hal. 18] 

 Menurut Pompe, secara teoritis kata Strafbaarfeit bisa di rumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma yang merupakan penggabungan dari tatanan sanksi,baik dilakukan dengan sengaja maupun dengan tanpa sengaja dilakukan oleh sipembuat, dimana diperlukan pengenaan sanksi bagi sipembuat untuk menjaga ketertiban hukum agar menjamin kepentingan bersama.[footnoteRef:9] [9:  Lamintang, 1997, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung, Citra Aditiya Bakti, hal. 182] 

Lebih lanjut Moeljatno berpendapat definisi delik dalam pengertian Strafbaarfeit yaitu suatu perbuatan yang sangat melanggar aturan baik yang sengaja dilakukan atau tanpa disengajakan oleh sipelaku yang perbuatannya bisa di mintai pertanggungjawabkan oleh undang-undang yang dinyatakan tindakan yang bisa dihukum.
Kemudian adapun alasan Moeljatno menyampaikan tindak pidana lebih tepat yaitu : 
a. Sedangkan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu peristiwa atau kondisi yang disebabkan oleh perilaku seseorang), artinya larangan tersebut ditunjukan dalam perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang tersebut.
b. Larangan (ditunjukkan dalam tindakan) dengan ancaman hukuman (yang ditunjukkan kepada orang tersebut) terkait erat, dan oleh karena itu (tindakan dalam bentuk keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh orang tersebut, melanggar larangan) dengan orang yang menyebabkan tindakan itu terkait erat.
c. Untuk menyatakan bahwa ada hubungan yang erat maka lebih tepat digunakan istilah tindak pidana, makna abstrak yang mengacu pada dua kondisi konkrit, yaitu: Adanya suatu peristiwa (perbuatan), dan orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.[footnoteRef:10] [10:  Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 8] 

2.2.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana
     KUHP menggolongkan tindak pidana atau delik menjadi dua bagian, yaitu pada buku dua mengenai kejahatan dan buku tiga mengenai pelanggaran.
Adapun jenis-jenis tindak pidana berikut ini :
1. Kejahatan dan Pelanggaran
Kejahatan (rechtsdelicht) adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan keadilan, terlepas dari itu apakah tindakan tersebut dikenai sanksi yang sudah menjadi aturan atau tidak, sehingga masyarakat merasa perbuatan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan keadilan, seperti membunuh, mengambil milik orang lain, perbuatan tersebut di sebut dengan tindakan kejahatan.
Pelanggaran (wetsdelicht) adalah perbuatan yang hanya diakui oleh masyarakat sebagai tindak kejahatan karena dalam hukum di sebut sebagai delik, maka dari itu ada aturan yang sudah mengaturnya dan bila ada orang yang melanggarnya di kenakan sanksi. Seperti salah memarkir mobil disisi kanan jalan, maka pelanggaran seperti itu disebut pelanggaran.


2. Delik Formil dan delik Materil
Tindak pidana formil adalah pelanggaran yang perumusannya lebih ditekannkan pada tindakan yang di larang oleh undang-undang. perwujudan dari delik ini dianggap lengkap dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana tertera dalam rumus pelaggaran tersebut.
Pelanggaran materil ialah pelanggaran yang perumusannya lebih ditekankan pada hasil yang tidak diinginkan (dilarang). Pelanggaran semacam itu dikatakan selesai ketika efek yang tak diinginkan sudah terjadi. Jika tidak, maka yang ada hanya percobaan.
3. Delik Culpa dan delik Dolus
Pelanggaran Culpa adalah perbuatan karena kelalaian, kelalaian atau ketidakaktifan seseorang karena kesalahan yang menyebabkan adanya korban, misalnya seorang supir menabrak seseorang yang sedang berjalan kaki, sebab ia tidak hati-hati membawa mobilnya. Kemudian seseorang yang lupa menutup genderel kereta api sehingga menyebabkan adanya kecelakaan.
Delik Dolus adalah pelanggaran yang perbuatannya berisi unsur yang disengajakan. Misalnya, tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang, dan menganiaya orang lain.
4. Delik Omissionis dan Delik Comissionis
Pelanggaran Omissionis ialah dimana kondisi seseorang mengetahi adanya tindak pidana tapi seseorang tersebut justru tidak melaporkannya pada pihak berwenang,sehingga di jerat pasal 164 KUHP dengan sanksi satu tahun empat bulan penjara, sehingga dikatakan seperti membiarkan yang menjadi keharusan misalnya, mengabaikan terjadi perampokan tetapi tidak melapor pada pihak kepolisian.
Pelanggaran Comissionis adalah pelanggaran yang karena perumusannya dilarang untuk melakukannya, misalnya, melakukan pencurian,yang menjadi larangan yaitu mengambil atau merampas sesuatu milik seseorang yang bukan milik kita sendiri, yang diatur pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,yang secara melawan hukum.
5. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan
Tindak pidana aduan ialah pelanggaran yang tuntutannya bisa ditindaklanjuti apabila ada laporan dari seseorang yang karena tindakannya sangat merugikan, misalnya, melakukan perbuatan menghina orang lain, kemudia mengambil barang-barang dalam keluarga.
Pelanggaran yang bukan pengaduan ialah perbuatan yang justru tidak memerlukan laporan melainkan yang sudah menjadi keharusan aparatur negara agar menindak. Juga dikatakan pelaporan tentang pelanggaran, misalnya, terjadi penganiayaan, menghilangkan nyawa seseorang, dan terjadi perampokan.[footnoteRef:11] [11:  Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 58] 

2.2.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana
Untuk mendeskripsikan rumus suatu pelanggaran ke dalam unsurnya, yang harus dibicarakn ialah perbuatan seseorang, dengan adanya perbuatan itu seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh hukum. Secara umum memiliki unsur obyektif dan unsur subyektif.
Unsur obyektif merupakan elemen yang berhubungan dengan keadaan atau tindakan pelaku. Elemen-elemen yang ada diluar pelakunya, elemen-elemen yang berkaitan dengan keadaan, yaitu, dalam keadaan tindakan pelakunya harus dilakukan.
Unsur subjektif ialah elemen yang ada atau tertanam dalam diri sipelaku atau yang terkait dengan pelaku dan mencakup berbagai sesuatu yang terkandung didalamnya.[footnoteRef:12] [12:  Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal. 50] 

Terlepas dari berbagai teori yang sudah diajukan dibagian atas secara umum yang membagi elemen pidana menjadi elemen obyektif dan elemen subyektif. Kemudian seorang Loebby Loqman berpendapat mengenai unsur atau elemen tindak pidana yang menurutnya unsur/elemen tindak pidana menyangkut Tindakan seseorang yang aktif dan pasif, tindakan ini tidak diperbolehkan dan dapat dihukum sesuai aturan, , Peraturan ini dianggap melanggar hukum, Tindakan itu bisa disalahkan, dan Pelaku bisa dimintai dipertanggung jawaban.[footnoteRef:13] [13:  Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama, Hal. 99] 

2.3 Tindak Pidana Pembunuhan
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan
Kejahatan terhadap kehidupan berupa penyerangan terhadap kehidupan orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang menjadi obyek kejahatan ini adalah nyawa seseorang. Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar yaitu atas dasar unsur rasa bersalah, dan atas dasar objek (kehidupan).[footnoteRef:14] [14:  Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 55] 

Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja bisa bermacam-macam bentuknya, bisa dalam bentuk menusuk pedang atau benda tajam, menembak dengan menggunakan senjata, mencekik dengan tangan, memukul dengan kayu atau besi, memberi racun, dll. Bisa jadi dalam bentuk terdiam atau mengabaikan. Selain dari itu tindakan juga ditambah dengan unsur sengaja. Dengan tujuannya yaitu mendatangkan hasil, atau sebagai realisa ada kemungkinan dari hasil itu.
Sengaja menyebabkan kematian orang lain yang menurut hukum tidak mau terjadi. Terjadinya hasil perbuatan yang tidak diperbolehkan atau yang tidak diinginkan oleh aturan , maka pelanggaran itu dikatakan selesai, termasuk dalam pelanggaran yang bersifat materil. Jadi, jika hasil dari kematian orang lain belum muncul, itu berarti kejahatan pembunuhan tidak bisa dikatakan sebagai delik selesai. Dalam kejahatan pembunuhan, niat harus ditunjukkan supaya merenggut nyawa seseorang dan harus juga ada keterkaitan antara tindakan yang diperbuat dan meninggalnya orang lain.[footnoteRef:15] Lamintang berpendapat jika dengan sengaja merenggut jiwa manusia, sipelaku wajib melakukan sesuatu atau serangkaian perbuatan dengan mengakibatkan kematian seseorang, yang catatan objek berupa sipembuat kejahatan ditunjukan dalam bentuk kematian orang lain.[footnoteRef:16]  [15:  Wirjono Prodjodikoro, 2012, Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hal. 68]  [16:  Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika.] 


2.3.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan
Jenis – Jenis tindak pidana pembunuhan terdiri dari beberapa jenis yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan berkualifikasi, pembunuhan berencana, pembunuhan anak, pembunuhan atas permintaan korban, sengaja mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri, membunuh anak yang ada dalam rahim.
1. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa
Dalam bentuk utama kejahatan terhadap kehidupan seseorang dilakukan dengan kesengajaan (membunuh), yang tercantum pada pasal 338 KUHP dengan menyatakan siapapun mengambil atau merenggut nyawa seseorang, di ancam dengan sanksi pidana lima belas tahun penjara sebab, telah membunuh seseorang. Jika rumus dirinci menurut unsurnya, yaitu: unsur obyektif , Tindakan: merenggut kehidupan atau nyawa, dan obyeknya : kehidupan seseorang. Unsur subyektif, kesengajaan.
Pernyataan pasal 338 KUHP yang menyatakan unsur tindakan karena hilangnya nyawa seseorang, menunjukan bahwa tindak pidana membunuh merupakan kejahatan materil. Kejahatan materil ialah kejahatan yang melanggar konsekuensi tersebut (konsekuensi terlarang / konsekuensi pokok), Agar kejahatan yang bersifat material benar-benar terjadi atau timbul, tidak hanya bergantung terhadap penyelesaian perbuatan tersebut, tapi adalah bentuk perbuatan tersebut telah melahirkan efek yang dilarang atau tidak. Jika karena (misalnya penikaman) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka peristiwa baru yang bernilai baru ini adalah mencoba membunuh (338 jo 53), dan bukan merupakan tindakan membunuh lengkap dimana yang dimaksud pada Pasal 338.[footnoteRef:17] [17:  Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 57] 

2. Tindak Pidana Pembunuhan Berkualifikasi
Tindak pidana pembunuhan dengan kualifikasi atau delik pembunuhan dengan keadaan yang memperburuk tindak pidana. Pembunuhan disertai maupun di ikuti dengan kejahatan diperbuat adanya maksud agar mempersiapkannya / memfasilitasi pelaksanaan supaya membebaskan dirinya / peserta lain dari hukuman jika ketangkap basa, dan memperjelas kekuasaan suatu benda yang dia dapatkan dengan cara tidak sah, diancam berupa hukuman seumur hidup penjara atau dengan hukuman tertentu. Jangka waktu tidak lebih dari 20 tahun yaitu, pada pasal 339 KUHP.[footnoteRef:18] [18:  Andi Hamzah , Loc.Cit. hal. 166] 

Unsur kejahatan membunuh berkualifikasi ialah berikut ini : unsur subjektif diperbuat dengan adanya maksud Mempermudah,  Mempersiapkan, Jika tertangkap. Dan Unsur Objektif : Tindakan (mengambil nyawa), Obyeknya (nyawa seseorang), Disertai bersama dengan kejahatan. Pelaku yang digolongkan melaksanakan perbuatannya yang tidak diperbolehkan pada pasal 339 KUHP apabila diperlukan, melaksanakan kejahatan membunuh dan sipembuat harus melaksanakan kejahatan lain dalam tindakannya. Meski memiliki keterkaitan dengan kejahatan membunuh dan kejahatan lainnya, pertanggungjawaban harus dipikul secara individual untuk setiap tindak pidana yang dilakukan pelaku. Membunuh pada pasal ini rapat kaitannya dengan kejahatan lainnya ( tindakan yang bisa di hukum). Tetapi dalam pidana membunuh adalah hal yang utama pada pasal 339. Kejahatan ini ialah suatu persatuan yang mempunyai keterkaitan yang rapat di mana kejahatan lain wajib mengikuti, terus mendahuli yang diperbuat tersebut sehingga kejahatan tersebut bisa terjadi.[footnoteRef:19] [19:  Mochhamad Anwar, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung, Alumni.] 

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Siapapun sebelumnya berencana dan sengaja merenggut kehidupan seseorang di ancam dengan hukuman seumur hidup penjara atau hukuman mati dan jangka waktu yang sudah ditentukan, minimal dua puluh tahun, karena telah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa manusia dengan rencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan yang direncanakan lebuh dulu atau di singkatnya membunuh disertai rencana ialah pembunuhan dengan ancaman hukuman sangat terberat dari semua tindak pidana pembunuhan. Rumusnya tersusun dari unsur berikut: unsur subjektif : disengaja, dan perencanaan sebelumnya. Unsur objektif : Tindakan mengambil kehidupan orang lain. 
Pada pasal 340 KUHP dapat dijabarkan dengan melakukan pengulangan semua unsur pada pasal 338 KUHP, lalu di tambahkan satu unsur yaitu adanya perencanaan lebih dulu. Sebab pasal 340 KUHP telah melakukan pengulangan semua unsur pada pasal 338 KUHP, kemudian tidak jauh berbeda dengan melakukan kejahatan membunuh biasa dalam bentuk dasar 338 KUHP.[footnoteRef:20] R.Soesilo berpendapat bahwa berencana berarti perencanaan terlebih dahulu. Kemunculan niat membunuh dan cara melakukannya masih ada waktu untuk pembuatannya untuk memikirkan dengan tenang cara yang seharusnya melakukan pembunuhan. Tempo itu memang tidak begitu sempit, namun di sisi lain tidak memakan waktu terlalu lama, yang penting dalam tempo tersebut sang pembuat masih bisa berpikir dengan tenang, nyatanya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuhnya, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu.[footnoteRef:21] masa berfikir tenang adalah syarat untuk tergugat,terdiri dari : Saat merencanakan, di saat mengambil keputusan, Pada saat melakukan pembunuhan. [20:  Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, Rajawali Pers, hal.80]  [21:  R.Soesilo, 1979, Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, Bogor, Politela, hal.150] 

4. Tindak Pidana Pembunuhan Anak
Kejahatan mengakhiri nyawa anak sendiri berarti membunuh, yang dilakukan seorang ibu pada anaknya sendiri yang tidak begitu lama telah lahir, dan dihantui oleh rasa takut dari sang ibu untuk mengetahui ternyata ia sudah melahirkan seorang bayi. Sang ibu yang dihantui rasa takut ketahuan segera melahirkan bahkan tidak menunggu waktu yang lama merenggut nyawa bayinya dengan sengaja, dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun, yang sudah menjadi aturan dan yang dibentuk oleh undang-undang pada pasal 341 KUHP. 
Yang dihukum di sini yaitu sang ibu, yang sudah menikah maupun yang belum menikah, karena sudah sengaja (tanpa rencana sebelumnya) membunuh bayinya saat lahir, maupun tidak sebentar setelah lahir, sebab merasa takut akan diketahui oleh orang lain telah melahirkan anak. Dari yang telah diuraikan diatas bahwa kejahatan pada pasal 341 KUHP terlihat unsur pidananya itu membunuh bayi sendiri, dan unsur subyektif : Kesengajaan, rasa takut. Dan unsur obyektifnya : sang ibu, mencabut nyawa anaknya, saat anaknya lahir, atau tidak lama setelah anaknya lahir. Sang ibu yang ingin melakukan niatnya dan sudah bertekad karena ketakutan akan ketahuan segera melahirkan bayi atau anak, setelah anaknya lahir maupun tidak membutuhkan waktu yang lama sang ibu segera mencabut nyawa bayinya sendiri, dikenakan sanksi Sembilan tahun penjara paling lama, sebab telah melakukan kejahatan membunuh terhadap anaknya dengan adanaya suatu perencanaan terlebih dulu dan di jatuhkan pasal 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena ada rencana pembunuhan terhadap anak. Yang menjadi syarat penting melakukan kejahatan membunuh pada pasal 341 KUHP dan pasal 342 KUHP adalah membunuh bayi/anak yang diperbuat oleh ibu sendiri yang dilatarbelakangi oleh rasa takut mengetahui lahirnya bayi tersebut.[footnoteRef:22] [22:  Moeljatno, 1983, Delik - Delik Percobaan Dan Delik - Delik Penyertaan, Jakarta, PT.Bina Aksara, hal. 55] 

5. Tindak Pidana Pembunuhan Atas Permintaan Korban
Siapapun mencabut jiwa,kehidupan seseorang meskipun permintaannya sendiri dengan tulus dan jelas dinyatakannya, dikenakan sanksi pidana 12 tahun penjara, karena telah melakukan kejahatan merenggut jiwa/nyawa seseorang meskipun permintaan sikorban, yang sudah di atur pada pasal 344 Kitab undang-undang Hukum Pidana.
Dari rumusan di atas maka yang sudah di atur pada pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak sama sekali mempunyai unsur subyektif di mana yang sudah menjadi ketentuan pidana. Tetapi hanya terdapat unsur obyektif , dimana : merenggut jiwa/nyawa seseorang, melakukannya karena seseorang tersebut yang minta, dan permintaan tersebut harus serius. Meskipun didalam isi pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur subyektif (kesengajaan) meskipun tidak tegas disyaratkan, unsur itu memang ada dalam rumus ini. Selain itu, unsur meminta dengan tulus dan tegas dari sikorban menjadi dasar untuk memberi keringanan hukuman untuk sipelaku kejahatan. Harus disebutkan dengan jelas dan tegas yang dimintai sikorban tersebut, dan belum cukup dengan kesepakatan saja, seperti seseorang yang sudah tidak mau melakukan apa-apa, seseorang yang suka perang, dan orang yang lagi sakit.
6. Sengaja Mendorong Orang Lain Untuk Melakukan Bunuh Diri
Mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan sengaja adalah perbuatan yang dilarang dan terancam hukuman oleh hundang-undang yang diatur dalam Pasal 345 KUHP, yaitu siapapun dengan disengajakan menyuruh seseorang agar melakukan perbuatan mengakhiri hidupnya, atau membantunya serta memberikan nasehat padanya, bahwa ia di kenakan sanksi pidana minimal empat tahun penjara jika seseorang tersebut jadi melakukan perbuatan mengakhiri hidupnya sendiri. 
Dalam doktrin yang memang di atur pada pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah menjadi ketentuan pidana serimg disebut sebagai ketentuan pidana blanko, artinya sipembuat kejahatan hanya bisa dihukum apabila yang di bujuknya sunguh telah mati. Masalah ini terlaksana karena ketentuan pidananya hanya memiliki hasil hukum yaitu memvonis pelaku, apabila sipelaku melakukan suatu hasil yang sama sekali tidak diinginkan oleh aturan atau undang-undang untuk bisa terlaksana. Pada pasal 345 345 kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki unsur subyektif : kesengajaan. Dan unsur obyektif : Merayu seseorang untuk melakukan perbuatan mengakhiri hidupnya sendiri, mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya, memberi bantuan usaha terhadap seseorang untuk mengakhiri hidupnya, dan Terjadi atau sedang melakukan Bunuh Diri.
7. Kejahatan membunuh (menggugurkan) anak-anak yang ada di dalam rahim
Tindak pidana pembunuhan (menggugurkan) anak yang ada di dalam kandungan lazim disebut aborsi sebagaimana diatur dalam 4 (empat) pasal KUHP, yakni pasal 346 sampai pada pasal 349. Didalam pasal 346 KUHP ada dua macam pelanggaran utama, yaitu seorang wanita atau seorang ibu sendiri yang mengakibatkan kematian / gugur rahimnya sehingga terletak pada perbuatan perempuan terhadap tubuhnya sendiri. Dan seorang wanita atau ibu memerintahkan orang lain untuk menyebabkan rahimnya mati atau gugur, dia mengizinkan seseorang mengakibatkan rahim wanita tersebut mati/gugur, maupun itu kemauannya sendiri atau dengan permintaan wanita tersebut. Bahwa perempuan yang sengaja memutus rahimnya, atau biasa disebut dengan menggugurkan kandungan, dan memerintahkan seseorang agar melakukannya, maka dikenakan sanksi empat tahun penjara paling lama, di atur dalam KUHP yaitu pada pasal 346.
Seseorang dapat dikenakan pasal 347 ayat (1) KUHP apabila ada seseorang yang mematikan atau membunuh rahim perempuan lain tetapi tidak dengan kesepakatannya, maka dikenakan sanksi pidana dua belas tahun penjara. Tetapi apabila yang dilakukan tersebut mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka orang tersebut dikenai pasal 347 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana lima belas tahun penjara paling lama. Jika perbuatan sesuai dengan yang dimintai perempuan itu sendiri yang kemudian mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka undang-undang menerapkan pasal 348 KUHP/pasal 349 KUHP, yang berpatokan pada fakta adalah itu seseorang yang dibatasi pada pasal 349 KUHP ( bidan,dukun, dokter) atau tidak. Seseorang dapat di kenai pasal 348 ayat (1) KUHP apabila ada seseorang yang mematikan rahim atau mengugurkan kandungan orang lain dengan sengaja dan ada persetujuan dari orang tersebut, maka dikenakan sanksi pidana lima tahun enam bulan penjara. Tetapi jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu, maka di kenai pasal 348 ayat (2) KUHP, hukuman tujuh tahun penjara. Apabila dokter,bidan, atau praktisi kedokteran justru menolong dalam membuat/melakukan tindak pidana sesuai pasal 346 KUHP, menolong melakukannya suatu tindak pidana yang diuraikan pada pasal 347 & 348, maka hukuman yang diterapkan pada pasal tersebut ditambahkan 1/3 kemudian bisa di cabut haknya supaya melakukan pencarian dimana tindak kejahatan tersebut di perbuat/dilakukan, merupakan isi dari pasal 349 KUHP.
Adapun tindakan yang terkait dengan aborsi yang tidak dikenakan hukuman  yaitu : mematikan Rahim yang telah mati, seorang dokter yang menggugurkannya atau mematikannya Rahim tersebut karena membantu/menolong nyawa wanita, dan seseorang yang memberi batasan melahirkan anak, paling utama yaitu pada rangka program keluarga berencana.[footnoteRef:23] [23:  Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, hal. 243] 









2.4 Kerangka Pikir
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Analisis Putuhan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor: 17/Pid.B/2015/PN Tmt)





Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Putusan Nomor: 17/Pid.B/2015/PN Tmt).
· Pasal 338 KUHP
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan (Putusan Nomor: 17/Pid.B/2015/PN.
· Pertimbangan Yuridis
·  Pertimbangan Sosiologis
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2.5    Definisi Operasional
1. KUHP adalah aturan dalam undang-undang yang tugasnya memperbaiki/mengatur tentang segala perbuatan/tindakan diindonesia.
2. Analisis adalah suatu upaya untuk melakukan pengamatan sesuatu, yang mendeskripsikan suatu komponen penyusunannya/susunannya agar bisa dipelajari.
3. Putusan merupakan suatu yang di katakan oleh ketua hakim di hadapan pengadilan yang tujuannya agar menutup/menyelesaikan suatu kasus/perselisihan antara pihak dengan memiliki kepentingan bersama.
4. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Tanpa adanya hakim maka sidang tidak bisa dilaksanakan.
5. Pembunuhan adalah tindakan yang merenggut jiwa/kehidupan orang lain yang bertentangan dengan aturan. Merenggut nyawa orang lain biasa dipengaruhi oleh berbagai motif, seperti ada rasa cemburu, untuk melakukan balas dendam, melakukan demi membela diri sendiri, karena masalah politik, dan masih banyak lagi.
6. Pertimbangan yuridis merupakan suatu yang dipertimbangkan hakim berdasarkan factor yang diungkapkan didalam ruang sidang dan oleh aturan yang sudah di tetapkan sebagai suatu yang harus dicantumkan pada suatu putusan.
7. Pertimbangan sosiologis ialah suatu yang dipertimbangkan/alasan dengan menggambarkan suatu aturan dibuat agar memenuhi segala yang dibutuhkanoleh semua masyarakat diberbagai aspek.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Sesuai dengan permasalahn yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian Normatif. Hukum tertulis dipelajari dari macam-macam aspek yaitu, aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan masing-masing pasal, formalitas dan kekuatan pengikat suatu hukum, dan mengunakan bahasa hukum yang merupakan penelitian di dalam hukum normatif. Disebut penelitian hukum normatif  karena penelitian ini ditunjukan dalam peraturan tertulis, jadi penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan, karena memerlukan data sekunder di perpus. Metode penelitian jenis ini sering di sebut juga penelitian hukum perpustakaan, Sehingga dapat di simpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki ruang lingkup yang luas.
3.2 Objek Penelitian
Adapun objek yang menjadi penelitian ini yaitu kasus tindak pidana pembunuhan (Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt) di Kabupaten Boalemo.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, jurnal dan dokumen dari instansi terkait.


3.4 
29

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini  yaitu :
a. Observasi
Dilakukan secara  langsung di Pengadilan Negeri Tilamuta terhadap objek yang diteliti seperti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt.
b. Dokumentasi
Yakni pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen dan arsip-arsip yang di berikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di Pengadilan Negeri Tilamuta.
3.6 Teknik Analisa Data
Penelitian dalam menganalisis data di peroleh dari hasil penelitian yang menggunakan teknik analisa data dengan pendekatan kualitatif yaitu, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dimana yang di nyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis maupunlisan dan sesuai dengan perilaku yang nyata, yang di teliti dan di pelajari merupakan objek penelitian yang lengkap, selama hal itu merupakan suatu yang nyata.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Tmt)
1. Identitas Terdakwa
Nama Lengkap		 : Tacky Tumewu Alias Teki
Tempat Lahir		 : Tilamuta
Umur/Tanggal Lahir	 : 46 Tahun / 08 Juni 1968
Jenis Kelamin 		 : Laki – Laki
Kewarganegaraan 	 : Indonesia
Tempat Tinggal          : Dusun III Keramat Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
Agama		  : Islam
Pekerjaan		  : Wiraswasta
2. Posisi Kasus
Terdakwa TACKY TUMEWU Alias ​​TEKI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 atau pada waktu tertentu termasuk tahun 2015 bertempat di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta secara sengaja, dan dengan sengaja Terdakwa merencanakan untuk mencabut nyawa H. Mirwan Masilu dengan cara sebagai berikut:


Sebelumnya pada Senin, 16 Maret 2015 sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa TACKY TUMEWU alias TEKI terlebih dahulu menyiapkan parang kemudian
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membawa parang tersebut dengan cara diselipkan di pinggang kirinya, kemudian terdakwa pergi bersama anaknya saksi Regi Tumewu dari rumahnya dengan mengemudi 1 (satu) unit motor yang dikemudikan terdakwa menuju lokasi sengketa antara terdakwa dengan korban H. Mirwan Masilu di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa dan anaknya saksi Regi Tumewu sampai di lokasi yang dituju, dan korban H. Mirwan Masilu juga berada di sekitar tanah untuk memantau proses penimbunan. Bahwa anak terdakwa Regi Tumewu menggunakan telepon genggam untuk mengambil gambar tempat yang ditunjuk terdakwa. Bahwa melihat hal tersebut, korban H. Mirwan Masilu kemudian berusaha mencegah terdakwa melanjutkan pemotretan, sehingga antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran.
Beberapa saat kemudian terdakwa TACKY TUMEWU alias TEKI segera mencabut parang yang diselipkan di pinggang kirinya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban, namun saat itu korban masih berhasil menghindar dengan cara mundur ke belakang sehingga parang tersebut tidak mengenai korban, tetapi pada saat itu korban telah kehilangan keseimbangan. Bahwa terdakwa kemudian mendekati korban kemudian kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke tubuh korban dan mengenai punggung korban sampai korban jatuh ke tanah. Sedangkan pada saat korban terjatuh, terdakwa kemudian membacok  leher sebelah kiri korban satu kali, sehingga leher korban luka dan mengeluarkan darah. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan tewasnya korban H. Mirwan Masilu.
Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/04/RSUDTN/VISUM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap korban H. Mirwan Masilu, pada poin 14: terdapat luka terbuka pada leher kiri dengan tepi rata, ujung luka runcing, jembatan jaringan tidak ada, batas luka tegas, ukuran kurang lebih sebelas kali tiga centimeter dan terdapat luka terbuka di punggung dengan tepi rata, ujung luka runcing, batas luka tegas, ukuran kurang lebih sepuluh kali satu kali dua centimeter. 
3. Dakwaan Penuntut Umum
Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :
1) Dakwaan Primair
Kesimpulan: Pada jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun ditemukan luka terbuka di leher sebelah kiri akibat kekerasan yang tajam, karena kematian diduga disebabkan oleh perdarahan aktif yang banyak, yang bersumber dari luka terbuka  yang mengenai pembuluh darah besar di leher korban akibat benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.
2) Dakwaan Subsidair
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.


3) Dakwaan Lebih Subsidair
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
4. Tuntutan Penuntut Umum
  Berdasarkan Surat Gugatan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 06 / R.5.12 / TLMTA / 05/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang intinya JPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  mengeluarkan putusan agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa TACKY TUMEWU alias TEKI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa TACKY TUMEWU alias TEKI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa TACKY TUMEWU alias TEKI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TACKY TUMEWU alias TEKI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
· Dirampas untuk di musnahkan :
· Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu milik dari Tersangka lelaki Tacky Tumewu.
· Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 6 cm milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.
· Dikembalikan kepada Terdakwa :
· 1 (satu) buah kaos berwarna biru dari Tersangka lelaki Tacky Tumewu.
· 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik Tersangka lelaki Tacky Tumewu.
· Dikembalikan kepada keluarga korban :
· 1 (satu) buah kaos berwarna coklat milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.
· 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.
· 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.
· 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.
· Sepasang sepatu buts berwarna hijau tua milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.k

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu  lima ratus rupiah).

 Menurut  penulis berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang mana terdakwa Tacky Tumewu Alias Teki di dakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm.Mirwan Masilu. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu : Dakwaan Primair, dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan Subsidair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Dan Dakwaan Lebih Subsidair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. 
Dalam dakwaan ini, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat hakekat dan suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun uraian dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat kejadian itu terjadi, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut telah memenuhi persyaratan.
Berdasarkan hasil analisis penulis didalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 338 KUHP, dan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair. 
Adapun ketentuan pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pembunuhan yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur – unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:
1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Merampas Nyawa Orang Lain
Sebelum menjelaskan uraian unsur – unsur yang terbukti didalam persidangan menggunakan alat bukti yang diajukan oleh jaksa yang meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi – saksi, dan bukti surat :
a) Keterangan terdakwa
Kesaksian terdakwa yaitu apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya, atau dialami secara pribadi. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Tacky Tumewu Alias Teki.
b) Keterangan Saksi-saksi
Keterangan saksi-saksi dalam kasus ini adalah bukti yang berupa keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami secara pribadi yang disampaikan di dipengadilan tentang tindak pidana pembunuhan. Dalam kasus ini saksi-saksi yang diajukan ada 9 (Sembilan) orang yaitu : Nadima Gude, Rudin Mohamad, Regi Tumewu, Slamet Duwila, Imran Duwila, Nurdin Duwila, Zainudin Marhaba, Yunus Laguwa, Nurhalim Iyabu.
c) Petunjuk
Petunjuk dapat diperoleh dengan cara mengolah alat bukti yang berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa melalui kegiatan penyelidikan dan atau olah TKP.
Dalam perkara ini jaksa mengajukan alat bukti surat berupa Surat visum Et Repertum No.445/04/RSUDTN/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ummu Kalsum Azis selaku Dokter pemeriksa, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo. dan Keterangan terdakwa dan kerengan saksi-saksi sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana pembunuhan.
Dari unsur-unsur diats penulis dapat menguraikan sebgai berikut :
1. Unsur Barang Siapa
Yang dimkasud dengan unsur barang siapa adalah manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Yang dimaksud dengan dapat dimintai pertanggung jawaban bilamana keadaan jiwa dari terdakwa tidak tergantung sehingga dapat dianggap sebagai seorang seorang yang normal, maka unsur barang siapa dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap perilaku dan sikap dari terdakwa didalam persidangan serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi,alat bukti surat,keterangan terdakwa sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diteliti oleh majelis hakim dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam keadaan kejiwaan yang sehat dan tidak terganggu maka dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. 
Bahwa dengan demikian menurut penulis unsur barang siapa ini telah terpenuhi.
2. Unsur Dengan Sengaja 
Unsur sengaja dapat diartikan jika pembuat telah mengunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. Kehendak, berfikir dengan sengaja melakukan, merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan. Unsur sengaja sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur sengaja ini tidak lain untuk menilai niat dari terdakwa. dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran.
Menurut penulis bahwa perbuatan terdakwa yang mengarahkan parang ketubuh korban seketika itu juga, menunjukkan kalau terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan emosi terhadap korban, sehingga dalam keadaan sadar terdakwa langsung menebas/mengarahkan parang kekorban.  Hal ini jelas menunjukan kalau perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan demikian unsur ini menurut penulis telah terpenuhi.
3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain
Berdasarkan fakta – fakta di persidangan menunjukkan kalau terdakwa telah mengayunkan parang kearah tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada ayunan yang pertama tidak mengenai tubuh korban, nanti pada ayunan parang yang kedua dan ketiga kalinya baru mengenai bagian tubuh korban tepatnya dibagian punggung belakang dan di leher kiri korban.  Bahwa tebasan parang terdakwa yang ketiga yang mengenai leher kiri korban tersebut, telah mengakibatkan korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.445/04/RSUDTN/Visum/III/ 2015, yang pada pokoknya menerangkan kematian korban dicurigai disebabkan oleh pendarahan aktif yang banyak, yang berasal dari luka terbuka yang mengenai pembuluh darah besar pada leher akibat benda tajam. Sehingga dengan unsur ini menuru penulis telah tepenuhi.
Berdasarkan pembahasan penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan nomor putusan 17/Pid.B/2015/ Pn Tmt menurut hukum telah sesuai dan memenuhi unsur delik.
4.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan ( Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN TMT)
1. Pertimbangan Hukum Hakim
Pertimbangan hukum diartikan sebagai tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi terdakwa yang terkait dengan alat bukti yang memenuhi persyaratan formal dan material, yang disampaikan dalam alat bukti, pledoi. Dalam pertimbangan hukum juga dicantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan.[footnoteRef:24] Hakim pertama akan mempertimbangkan syarat yuridis dan Non-yuridis dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku kejahatan. [24:  Damang, 9 September 2016, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam http://www.damang.web.id.] 

(1) Pertimbangan Yuridis
Putusa yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta  yuridis yang diungkapkan dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.[footnoteRef:25] Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu : [25:  Rusli Muhammad, 2002, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta,  PT. Citra Bakti, Hal.212] 

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana karena dengan dasar itulah pemeriksaan di persidangan dilaksanakan. Selain memuat identitas terdakwa, surat dakwaan juga memuat uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan persidangan.
2) Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa menurut pasal 184 huruf e KUHAP, bersifat barang bukti. Kesaksian terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya, atau dialami secara pribadi. Pernyataan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan dari Hakim, Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum.
3) Keterangan saksi
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami secara pribadi, dan harus disampaikan di pengadilan dengan disumpah. Kesaksian saksi menjadi pertimbangan utama hakim dalam putusannya.
4) Barang-Barang Bukti
Barang bukti adalah segala benda yang dapat disita dan disimpan oleh penuntut umum di hadapan sidang pengadilan, yang meliputi:
a. Sebuah benda atau tagihan terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana.
b. Benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan kriminal.
d. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
5) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana
Dalam praktik peradilan, pasal-pasal peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan meneliti melalui alat bukti apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi atau tidak unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana.[footnoteRef:26] [26:  Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta, Citra Aditiya, Hal.212-220.] 

(2) Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis)
Pertimbangan hakim secara non yuridis disebut juga sosiologi. Pertimbangan sosiologis hakim yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[footnoteRef:27] Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pembunuhan dalam Putusan Nomor 17 / Pid.B / 2015 / PN Tmt, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan mengeluarkan putusan berdasarkan surat dakwaan. Setelah hakim membacakan dakwaan, hakim belum bisa memberikan putusan karena hakim belum bisa memastikan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa bukti. Adapun alat bukti yang didapatkan yaitu : [27:  Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Di Maksudkan Agar Putusan Hakim Dan Hakim Konstitusi Sesuai Dengan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat.] 

1. Keterangan Terdakwa Tacky Tumewu Alias Teki di persidangan.
2. Keterangan Korban Mirwan Masilu di persidangan.
3. Keterangan Saksi-saksi di peridangan  yang sebelumnya di ambil sumpah yaitu : Saksi NADIMA GUDE, Saksi RUDIN MOHAMAD, Saksi REGI TUMEWU, Saksi SLAMET DUWILA, Saksi IMRAN DUWILA, Saksi NURDI DUWILA, Saksi ZAINUDIN MARHABA, Saksi YUNUS LAGUWA, Saksi NURHALIM IYABU.
4. Alat Bukti Surat Visum Et Repertum No.445/04/RSUDTN/VISUM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ummu Kalsum Azis selaku Dokter Pemeriksa, Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
5. Barang Bukti yaitu :
· Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu milik terdakwa.
· 1 (satu) buah kaos berwarna biru milik terdakwa
· 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik Terdakwa.
· Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 6 cm milik dari korban.
· 1 (satu) buah kaos berwarna coklat milik dari korban.
· 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda milik dari korban.
· 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik dari korban.
· 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru milik dari korban.
· Sepasang sepatu buts berwarna hijau tua milik dari korban.
2. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pembunuhan
Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang termuat di dalam surat dakwaan dengan No.Register Perkara : PDM- 06/R.12/TLMTA/05/2015, Tanggal 27 Juli 2015.
3. Pembelaan Secara Tertulis/Pledoi
Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya menerangkan:
· Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara tidak sengaja.
· Dalam persidangan Terdakw  tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan yang benar dan jelas dan Tergugat menyesali perbuatannya dan mengakui dengan terus terang bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga untuk menghidupi ibu, anak, dan istri.
· Meskipun perbuatan terdakwa telah diakui, namun tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dihukum 13 tahun penjara sangat berat dan berlebihan, mengingat terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya.
Jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :
Dakwaan Primair
Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP
Dakwaan Subsidair
Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP
Dakwaan Lebih Subsidair
Terdakwa melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP
Dalam dakwaan tersebut Terdakwa  menyatakan memahami isi dan maksudnya serta tidak ingin mengajukan eksepsi / keberatan.
Bahwa dari keterangan para saksi terkait dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti  dipersidangan yang dianggap saling berkaitan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
· Bahwa korban telah ditebas oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret  2015 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
· Pada awalnya saksi Regi Tumewu dan Terdakwa berada di rumah, kemudian saksi Regi Tumewu dipanggil oleh Terdakwa untuk pemotretan, kemudian saksi Regi Tumewu pergi bersama terdakwa ke lokasi tanah dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi kejadian, ternyata korban sudah berada di lokasi kejadian dan saat saksi Regi Tumewu sedang melakukan pemotretan, tiba-tiba korban datang dan menghadang saksi Regi Tumewu. Selain itu, pada saat terdakwa hendak berpindah-pindah tempat, terdakwa selalu dicegah oleh korban atau seolah-olah terdakwa dilarang mengambil gambar di tempat tersebut.
· Bahwa Terdakwa  kemudian mengatakan kepada korban “Saya hanya mengambil gambar tanah saya yang kamu ambil”, namun korban menjawab dalam bahasa Gorontalo “Jahuta liyombumu utie” yang artinya “Ini bukan tanah milik nenek moyang anda” sedangkan korban mencabut parang miliknya, namun parang tersebut tersangkut di dalam sarung parang tersebut, kemudian terdakwa secara bersamaan mengeluarkan parang tersebut dan langsung menyerang korban dengan cara diayunkan ke tubuh korban namun korban masih dapat menghindar.
· Kemudian pada saat korban hendak jatuh ke tanah, Terdakwa kembali menebas korban ke arah punggung belakang korban dan saat korban sudah jatuh ke tanah, Terdakwa menebas korban lagi di bagian leher sebelah kiri korban.
· Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami:
i) Luka terbuka pada leher kiri dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma jembatan jaringan tidak ada koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sebelas kali lima kali tiga centimeter.
ii) Luka terbuka di punggung belakang dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sepuluh kali satu kali dua centimeter, dengan kesimpulan kematian korban dicurigai disebabkan oleh pendarahan aktif yang banyak koma yang berasal dari luka terbuka yang mengenai pembuluh darah besar pada leher akibat benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/04/RSUDTN/Visum/III/2015.
· Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa menggunakan kaos berwarna biru dan celana pendek berwarna abu-abu sedangkan korban menggunakan kaos berwarna coklat dan celana panjang jeans berwarna biru muda.
· Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta karena telah melakukan tindak pidana Penistaan kepada korban,  melalui  Putusan No. 60/Pid.B/2014/PN.Tlm dengan jenis hukuman pidana bersyarat.
Dalam perkara ini Terdakwa didakwa secara Subsidairitas, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
3. Merampas Nyawa Orang Lain
1. Unsur Barang Siapa
Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kondisi kejiwaan terdakwa tidak terganggu sehingga dapat dianggap sebagai orang yang normal, maka unsur barang siapa  menurut Majelis Hakim unsur tersebut sudah terpenuhi.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
Unsur yang disengaja ini tak lain untuk menilai niat terdakwa. dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dimaksudkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran.
Yang dimaksud dengan "Rencana Sebelumnya" dapat dikatakan ada jika pelaku telah memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan dan mempertimbangkan kemudian menentukan waktu, tempat, cara yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut.
Berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas, dapat dilihat kalau Terdakwa pada waktu menebas tubuh korban dalam keadaan sadar yang didasari oleh niat atatu pun maksud, namun niat ataupun maksud Terdakwa tersebut menurut Majelis, diwujudkan oleh Terdakwa dengan segera (bukan dengan rencana) dengan kata lain pada waktu menebas korban Terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan di pergunakannya untuk menebas korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tersebut tidak terpenuhi.
Karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti, maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lebih lanjut, sehingga Tergugat harus dibebaskan dari dakwaan Primair.
Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas Nyawa Orang Lain
1. Salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut yaitu butir 1 adalah Barang Siapa, maka berdasarkan pertimbangan unsur Barang Siapa, telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair.
2. Unsur Dengan Sengaja
Tindakan terdakwa mengarahkan parang ke tubuh korban secara langsung, menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan emosi terhadap korban, sehingga terdakwa dalam keadaan sadar dan segera menebas / mengarahkan parang tersebut ke korban. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa  dilakukan dengan sengaja, sehingga menurut Majelis Hakim  unsur tersebut sudah terpenuhi.
3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain
Bahwa tebasan parang Terdakwa yang ke tiga kalinya yang mengenai leher kiri  korban tersebut, telah mengakibatkan korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/04/RSUDTN/Visum/III/2015.
Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum telah dipenuhi sehingga Terdakwa telah  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair.
Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dengan adanya bukti Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik untuk alasan pembenar maupun untuk alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dihukum.
Sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal  yang memberatkan dan meringankan.
1. Hal – Hal Yang Memberatkan :
1) Tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan penderitaan yang sangat dalam bagi keluarga korban.
2) Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.
3) Terdakwa pernah di hukum sebelumnya.
2. Hal – Hal Yang Meringankan :
1) Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan
2) Terdakwa mengakui perbuatannya
3) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Amar Putusan
Berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat : preventif, korektif. dan edukatif.
Karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa juga dibebani biaya perkara yang besarnya seperti pada ketentuan di bawah ini.
Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terkait perkara ini.

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa Tacky Tumewu Alias Teki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Tacky Tumewu Alias Teki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penehanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap di tahan.
7. Menetapkan agar berang bukti berupa :
· Dirampas untuk di musnahkan
· Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu milik terdakwa.
· Dikembalikan kepada Terdakwa
· 1 (satu) buah kaos berwarna biru milik terdakwa
· 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik Terdakwa.
· Dikembalikan kepada keluarga korban
· Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 6 cm milik dari korban.
· 1 (satu) buah kaos berwarna coklat milik dari korban.
· 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda milik dari korban.
· 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik dari korban.
· 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru milik dari korban.
· Sepasang sepatu buts berwarna hijau tua milik dari korban.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
Menurut Penulis Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kata mengadili selalu dikaitkan dengan profesi hakim karena kata mengadili ini dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara. Hakim juga harus menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi di masyarakat, hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana.
Pertimbangan hukum hakim menjadi dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Fakta di persidangan merupakan dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu perkara atau terdakwa patut dihukum atas perbuatannya yang terungkap di persidangan. Secara sederhana, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.
Menurut penulis berdasarkan dengan sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat / petunjuk. Fakta dipersidangan juga harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam mengetahui kejadian yang sebenarnya sehingga dapat memperoleh keyakinan yang dapat membuat keputusan yang dianggap adil.
Menurut hasil analisis penulis dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa Tacky Tumewu Alias Teki bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Alm.Mirwan Masilu. Menurut penulis, unsur – unsur dari tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan pasal 338 KUHP.
Menurut penulis meskipun terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban karena melakukan perlawanan atas perbuatan korban yang memarangi terdakwa terlebih dahulu sebagaimana pembelaan terpaksa. 
Menurut penulis unsur – unsur pembelaan terpaksa yaitu :
1. Pembelaan itu bersifat terpaksa
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan.
3. Adanya serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.
Pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Dimana harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang disatu pihak dengan kepentingan yang dikorbankan (asas proporsionalitas). Serangan juga tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan (asas subsidiaritas). Secara sederhana, bahwa pembelaan jadi tidak dibenarkan selama orang tersebut bisa melarikan diri. Dalam perkara ini, walaupun korban yang  melakukan penyerangan lebih dahulu dan senjata yang digunakan seimbang yaitu sama-sama menggunakan parang, namun terdakwa dalam perkara ini tidak melarikan diri dan malah melakukan penyerangan balik dengan membunuh korban. Tetapi menurut penulis unsur – unsur dari pembelaan terpaksa sebagian sudah terpenuhi.
Menurut penulis hakim dalam kasus ini memutuskan, memberikan sanksi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 13 (tiga Belas) tahun penjara. Dalam menjatuhkan putusan setiap hakim mempunyai pertimbangan masing-masing termasuk dalam hal menentukan tinggi dan rendahnya hukuman bagi terdakwa.
Berdasarkan analisi penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kurang tepat. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa tergolong sudah sangat berat dalam kasus tindak pidana pembunuhan, dimana di dalam kasus ini sampai terbunuhnya korban itu disebkan oleh korban sendiri yang seolah olah menghalangi terdakwa dan anak terdakwa melakukan pemotretan batas – batas tanah milik dari terdakwa, dan korban mencacimaki terdakwa dengan kata-kata kotor sambil korban mencabut parang miliknya, namun parang tersebut tersangkut di dalam sarung parang tersebut milik korban.
Kemudian terdakwa secara bersamaan juga mengeluarkan parang milik terdakwa dan langsung menyerang korban. Dalam hal ini jelas terdakwa hanya melakukan pembelaan terpaksa.
Menurut penulis, Hakim seharusnya menjatuhkan pidana dengan menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa,korban dan masyarakat. Meskipun penulis menyadari, bahwa instrument pidana meskipun dengan tegas bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana pembunuhan tetapi pemberian sanksi pidana yang tepat diharapkan dapat memberikan efek prevensi general dimana masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya. Pemberian sanksi pidana yang tepat dapat juga memberikan efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (prevensi special).
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan  masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan hukum oleh Hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Putusan Nomor 17 / Pid.B / 2015 / PN TMT sudah tepat. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP,  dan menyatakan Terdakwa  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP seperti dalam dakwaan Primair. Tidak terbuktinya  Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena unsur yang direncanakan untuk membunuh korban  tidak terbukti di Pengadilan Negeri Tilamuta.


2. Pertimbangan hukum Oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan  Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN TMT menggunakan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis), di mana pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan  fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti , dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Dan pertimbangan non yuridis (sosiologi) 
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yaitu tentang kekuasaan kehakiman, hakim berkewajiban untuk menilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yakni dengan memperhatikan dan melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
5.2 Saran 
Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Jaksa penuntut umum harus teliti  dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah maksud atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Niat terdakwa tidak hanya berdasarkan pengakuan terdakwa tetapi juga terlihat dari niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana kepada setiap orang yang melakukan kejahatan pembunuhan  harus lebih memperhatikan fakta hukum dan dijadikan pertimbangan yang matang. Dan pengenaan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan  harus membuat pelakunya jera, sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pembunuhan.
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